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ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 28 Agustus 2024 Masalah pengelolaan kawasan konservasi seringkali dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kebijakan antara
Perbaikan naskah: 20 Mei 2025 pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana kepatuhan terhadap

Disetujui terbit : 19 Mei 2025 pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kelembagaan pengelolaan

kawasan konservasi perairan daerah melalui analisis pada tiga level aksi kelembagaan yaitu level konstitusional,
kolektif dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten
peraturan dan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten
DOI: heep://dx.doi.org/10.15578/ Raja Ampat pada bulan Oktober 2022. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, focus group
jksekp.v15i1.14900 discussion dan analisis dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan
kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat telah terbentuk. Pada level konstitusional, integrasi
kelembagaan terlihat dari kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana
zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada
integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku
kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai
batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi. Rekomendasi
kebijakan yang dapat memperkuat integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat
antara lain: 1) penyesuaian pembaruan penetapan kebijakan mengenai wewenang pengelolaan antara pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dengan cara
memberi dukungan dana, keterampilan, atau keahlian untuk menjalankan program-program konservasi perairan;
3) penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Barat
dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat; serta 4) pemberian tanda batas pada zona-zona konservasi.
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ABSTRACT

The management of conservation areas is often influenced by the misalignment of policies between the central government,
provincial government, and regional government, as well as the level of compliance with the implementation of these
policies. This study aims to examine the institutional integration in the management of regional marine conservasion
areas through an analysis of three institutional levels: constitutional, collective and operational. A qualitative method with
a policy analysis and descriptive analysis approach was employed. The research was conducted in the villages of Arborek,
Yenbuba, and Sawinggrai, Raja Ampat Regency, in October 2022. Data were collected through interviews, observations,
Jocus group discussions, and document analysis. The findings show that institutional integration in the management
of marine conservation areas in Raja Ampat Regency has been established. At the constitutional level, institutional
integration is reflected in the alignment of requlations concerning the authorities responsible for drafting zoning plans and
managing marine conservation areas, as well as the recognition of indigenous people’s authority. At the collective level,
institutional integration is manifested in the alignment of cross-sectoral objectives, collaboration among stakeholders, and
the involvement of indigenous communities. At the operational level, institutional integration is evident in the consistency
of understanding regarding the boundaries of marine conservation area, the enforcement of conservation regulations, and
the imposition of sanctions. Policy recommendations that could strengthen institutional integration in the management
of marine conservation area in Raja Ampat include: 1) adjusting policies regarding management authority between the
central, provincial, and regionak governments; 2) enbancing the institutional capacity of the Maya Indigenous Council
by providing financial support, skills, or expertise to support marine conservation programs; 3) adjusting the area of
the conservation between the central government,the West Papua Provincial Government and the Raja Ampat Regency
government; and 4) marking boundaries in the marine conservation zones.

Keywords: tourism; action level; institutional integration; institutional; marine conservation; Raja Ampat

PENDAHULUAN
Perairan Kabupaten Raja Ampat Provinsi  ikan terumbu karang, 700 spesies moluska serta
Papua Barat memiliki keanekaragaman hayati ~ menjadi habitat paus, lumba-lumba dan dugong

laut melimpah, dengan 550 spesies terumbu (Mcclanahan et al., 2000; Burke ez al., 2011; Allen
karang keras (75% dari total dunia), 1.200 spesies & Erdmann, 2009). Akan tetapi, kekayaan ini
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terancam oleh penggunaan alat tangkap destruktif
seperti penggunaan bahan peledak dan sianida
(Sala ez al., 2011; Larsen ez al., 2018) serta adanya
pencemaran laut dari limbah plastik (Salayan et al.,
2024) yang menyebabkan kerusakan pada terumbu
karang dan habitat laut (Sala et al., 2011; Larsen ez
al., 2018). Nelayan di Raja Ampat yang memiliki
pengalaman menangkap ikan selama lebih dari 15
tahun, 77% melaporkan penurunan hasil tangkapan
ikan (Larsen et al., 2018). Kawasan konservasi hadir
untuk melindungi dan melestarikan berbagai spesies
serta  ekosistem  laut, mengelola  aktivitas
perikanan berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat  (Burke ez al ., 2011;
Chistie et al., 2012; FAO, 2018, Williams, 2020).

Keberhasilan konservasi sangat bergantung
pada integrasi kelembagaan yang melibatkan
koordinasi lintas  kebijakan dan  pemangku
kepentingan. Akan tetapi, berbagai kendala seperti
ketidaksesuaian ~ kebijakan ~pusat dan daerah,
perbedaan prioritas, kurangnya koordinasi dan
keterbatasan kapasitas di daerah masih menjadi
hambatan (Agrawal & Gibson, 1999; Agrawal &
Chhatre, 2006; Ostrom, 2009; Shahabuddin &
Rao, 2010; Buscher & Fletcher, 2020).Kelembagaan
mencakup seperangkat aturan, norma dan prosedur
formal maupun informal yang mengarahkan
tindakan kolektif (Ostrom, 1990; Grigg, 2005;
Satria, 2009; Fidelman et al., 2012; Kukk et al.,
2016; Agrawal & Ostrom, 2001).

Integrasi kelembagaan sebagai mekanisme
antar pemangku kepentingan dalam membentuk
koordinasi, menyesuaikan kebijakan dan membentuk
koalisi yang terorganisir (Brown, 2018; Baird
et al., 2019), Kerangka kerja yang digunakan untuk
memahami bagaimana aturan dan norma dibentuk,
diimplementasikan, dan dipelihara dalam suatu
sistem sosial disebut level aksi kelembagaan. Level
aksi kelembagaan meliputi level konstitusional,
level kolektif dan level operasional (Ostrom, 1990).
Level konstitusional mengatur mengenai siapa
yang berwenang bekerja pada level-level kolektif
dan bagaimana mereka bekerja. Level kolektif
mengatur individu-individu dalam berinteraksi
membuat aturan yang akan dijalankan pada tingkat
operasional. Level operasional mengatur aturan
main yang berlaku dalam keseharian, yaitu aturan
mengenai bagaimana interaksi antar anggota
masyarakat atau komunitas dalam akses dan
pemanfaatan sumber daya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan
di Raja Ampat membahas berbagai aspek
penting terkait konservasi. Mcleod et al. (2009),
Boli et al. (2014) dan Parker (2021) menemukan
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bahwa praktik konservasi tradisional Sasi dan
praktik konservasi modern dapat berjalan beriringan,
namun memiliki tantangan dalam pengintegrasian
kebijakan dan seringkali terbentur oleh konflik
kepentingan. Selain itu, Lestari & Satria (2015) dan
Gustiarini ez al. (2023) mengidentifikasi pentingnya
pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang
ternyata memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan
perairan  Raja  Ampat. Dampak konservasi
terhadap keanekaragaman hayati laut dan status
sosial ekonomi masyarakat juga telah dikaji oleh
Hukom ez al. (2019), yang menemukan bahwa
adanya dampak kelestarian lingkungan melalui
upaya konservasi, namun masih ada ketimpangan
distribusi manfaat konservasi yang diterima
oleh masyarakat sekitar. ~ Dampak konservasi
terhadap kelestarian lingkungan menjadi daya
tarik pada pengembangan wisata, Kaber ez al. (2023)
mengungkapkan pengembangan wisata selam
sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dan
daya dukung ekologis. Penelitian lainnya menyoroti
degradasi kawasan konservasi perairan yang terjadi
di Raja Ampat berupa aktifitas penangkapan
ilegal dan adanya pencemaran dari limbah plastik
maupun limbah domestik (Mursid ez al, 2022;
Saputra et al, 2023), Taufiq & Lagoa, 2018
menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat

tentang pentingnya konservasi pada generasi
milenial.
Penelitian-penelitian ~ terdahulu  tersebut

memberikan wawasan penting, namun belum ada
penelitian yang membahas integrasi kelembagaan
dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan
melalui analisis level aksi kelembagaan. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap
tersebut dengan mengkaji integrasi kelambagaan di
Raja Ampat dengan membandingkan kebijakan yang
berada pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana
penerapan  kebijakannya di lokasi penelitian.
Hal ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi
dalam  pengelolaan kawasan konservasi Raja
Ampat yaitu kurangnya sinkronisasi kebijakan
antar pemerintah, ketidakjelasan dalam pembagian
tugas antar lembaga dan kebijakan yang kurang
memperhatikan kondisi lokal. Dengan demikian
penelitian ini penting untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui
koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah

di berbagai tingkatan.

Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2020
di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai
Kabupaten Raja Ampat, yang termasuk dalam
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
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Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Peraturan
Daerah (Perda) No. 27 tahun 2008. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara mendalam,
observasi, diskusi kelompok terfokus (Focus
Group Discussion/ FGD) dan analisis dokumen.
Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat
menggali pemahaman yang lebih tentang integrasi
kelembagaan pengelolaan  kawasan konservasi
perairan daerah dari para informan. Pertanyaan
yang diajukan bersifat terbuka, sehingga memberi
kesempatan bagi informan untuk menjawab secara
bebas dan memungkinkan munculnya informasi
baru.

Peneliti menggunakan panduan wawancara
yang berisi pertanyaan tentang: 1) pihak yang
terlibat  dalam  penyusunan  kebijakan  dan
pelaksanaan konservasi (level konstitusional); 2)
peran masing-masing pihak yang terlibat dalam
pengelolaan konservasi (level konstitusional); 3)
bentuk keterlibatan dan kewenangan masyarakat
adat (level konstitusional); 4) bentuk kerjasama antar
pihak yang terlibat (level kolektif); 5) kesesuaian
tujuan dan aturan pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan Daerah Raja Ampat antara pemerintah
pusat, daerah dan lokal (level kolektif); 6) kebijakan
pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah
yang berlaku di Raja Ampat (level operasional); 7)
kepatuhan dalam pelaksanaan aturan pengelolaan
konservasi (level operasional).

Data yang terkumpul melalui wawancara
mendalam, kemudian didiskusikan melalui FGD.
Panduan FGD disusun berdasarkan panduan
wawancara, schingga memuat pertanyaan yang
serupa. FGD dilakukan untuk melihat konsistensi
pernyataan antar peserta, sehingga relevan untuk
menguji kesesuaian informasi dengan kondisi nyata
di lapangan. Anggota FGD terdiri dari Kepala
Kampung Yenbuba, Arborek dan Sawinggrai, Ketua
Asosiasi Homestay Raja Ampat, perwakilan anggota
Dewan Adat Suku Maya, perwakilan tim patroli
Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum
Daerah (UPT BLUD) dan ketua Rukun Warga
(RW) Kampung Yenbuba.

Informan  ditentukan ~ melalui  teknik
snowball sampling yaitu menentukan informan
awal, kemudian berlanjut kepada informan
lainnya yang diperoleh melalui rekomendasi
informan sebelumnya. Informan pada penelitian
ini berjumlah 25 orang meliputi Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Unit Pelaksana
Teknis Badan Layanan Umum (UPT BLUD),
Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat,

p-ISSN: 2089-6980
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The Nature Conservancy (TNC), Conservation
International (CI) Indonesia, masyarakat Kabupaten
Raja Ampat, ketua adat Dewan Adat Suku Maya,
perwakilan dewan adat kampung, kepala kampung
Arborek, kepala kampung Yenbuba, kepala
kampung Sawinggrai. Dari 25 informan tersebut,
sebanyak 20 orang laki-laki dan 5 orang perempuan
dengan rentang usia dari 27 tahun hingga 68 tahun
(mayoritas berusia sekitar 40 tahunan). Berdasarkan
tingkat pendidikan, 2 orang lulusan S2, 8 orang
lulusan S1, 8 orang lulusan SMA, lorang lulusan
SMP dan enam orang lulusan SD.Pihak-pihak
tersebut  dijadikan informan karena masing-
masing memiliki peran strategis dalam pengelolaan
konservasi. Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Papua Barat berwenang dalam perumusan
kebijakan dan program konservasi, sedangkan
UPT BLUD mengelola implementasi kebijakan
di tingkat operasional. Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat bertanggung jawab atas perencanaan,
penetapan kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan
konservasi di tingkat lokal. Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat sebagai
pihak yang mengelola pengembangan pariwisata
di  kawasan konservasi, sechingga memiliki
informasi mengenai dampak pariwisata dan
keseimbangan antara pengembangan pariwisata
dan pelestarian lingkungan. LSM seperti TNC dan
CI berperan sebagai mitra pendamping masyarakat
dalam  pengelolaan  konservasi. ~ Masyarakat
lokal, tokoh adat dan kepala kampung sebagai
pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan
konservasi dan pengawasan adat. Masyarakat
memberi ~ pemahaman  mendalam  terkait
kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat
maupun tantangan implementasi kebijakan di
tingkat lokal.

Verifikasi data dilakukan dengan teknik
triangulasi, mencakup penggunaan sumberdata,
referensi teori, dan member checking. Member
checking  dilakukan dengan menyajikan hasil
penelitian kepada  informan untuk meminta
umpan balik dan memastikan kesesuaian hasil
penelitian. Analisis data yang dilakukan mencakup
analisis deskriptif dan analisis konten peraturan.
Analisis  deskriptif =~ menjelaskan ~ dinamika
implementasi  kebijakan  berdasarkan  narasi
informan, hasil observasi dan  dokumen
pendukung,  kemudian mengelompokkan data
ke dalam kategori yang relevan dan menyajikan
hasil  analisis ~ dalam  bentuk  naratif dan
tabel (Creswell, 2016; Holmes et al, 2017).
Analisis konten dilakukan dengan menganalisis
dokumen-dokumen  peraturan  yang tertera

pada Tabel 1.
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Tabel 1. Daftar Dokumen Analisis Konten.

Tingkat Peraturan

Dokumen Peraturan

Undang - Undang (UU) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Republik Indonesia

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU

UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan
Peraturan Daerah

(Perda) Papua Barat Raja Ampat

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31 tahun 2020 tentang
Pengelolaan Kawasan Konservasi

Perda No. 27 tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten

Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua

Perda Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan,
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur
Papua Barat

Keputusan Gubernur

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun 2019 tentang Rencana

Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat

Tahun 2019 — 2038

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati No. 5 tahun 2009 tentang KKL.D Kabupaten Raja Ampat

Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan biota laut dan potensi
SDA lainnya di wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya RajaAmpat

INTEGRASI LEVEL AKSI KELEMBAGAAN

Hasil analisis mengenai integrasi kelembagaan
pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah di
Raja Ampat disajikan dalam tiga level tata kelola
yaitu level konstitutional, level kolektif dan level
operasional.

Level Konstitusional

Kebijakan yang mengatur siapa atau pihak
yang berwenang telah ditetapkan melalui kebijakan
pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi
Papua Barat dan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat. Level konstitutional dalam pengelolaan
kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi: 1) pihak
yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi
kawasan konservasi; 2) pihak yang berwenang dalam
pengelolaan kawasan konservasi; dan 3) kewenangan
masyarakat adat pada kawasan konservasi.

1. Pihak Berwenang dalam Penyusunan Rencana
Zonasi Kawasan Konservasi

Penyusunan  rencana  zonasi  kawasan
konservasi awalnya berada pada kewenangan
pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang
(UU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU
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No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Akan sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah, beralih menjadi
adanya pembagian kewenangan dan tugas antara
pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31 tahun
2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan
UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi UU, menegaskan
bahwa penyusunan zonasi kawasan konservasi harus
melibatkan masyarakat dan terintegrasikan dengan
rencana tata ruang wilayah provinsi serta ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Di tingkat provinsi, berdasarkan Keputusan
Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun
2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja
Ampat di Provinsi Papua Barat Tahun 2019 — 2038,
menetapkan bahwa zonasi kawasan konservasi
disusun bersama masyarakat dan pemerintah
kabupaten, lalu ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi. Berdasarkan peraturan daerah No. 27
tahun 2008 tentang penetapan Kawasan Konservasi
Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat
dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 tahun 2009
tentang KKLD Kabupaten Raja Ampat, awal
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mulanya pemerintah kabupaten masih memiliki
kewenangan regulatif dalam mengatur aturan
pengelolaan Akan tetapi semenjak berlakunya UU
No 23 tahun 2014 dan sejalan dengan Keputusan
Gubernur Papua Barat Nomor 523/124/7 tahun
2019 , pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki
kewenangan dalam penyusunan aturan secara
regulatif.

Penjelasan mengenai pihak yang berwenang
dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi
perairan Kabupaten Raja Ampat disajikan dalam
Tabel 2.

Integrasi kelembagaan mengalami
pergeseran dari otonomi daerah penuh ke pelibatan
pemerintah pusat demi konsistensi kebijakan
nasional. Perubahan aturan terkait turut andil
kewenangan pemerintah pusat belum diperbarui
pada kebijakan di tingkat pemerintah provinsi
dan kabupaten Raja Ampat serta peralihan
kewenangan dari kabupaten ke provinsi belum
diperbarui pada kebijakan di tingkat pemerintah
kabupaten, sehingga perlu menjadi catatan untuk
dilakukan penyesuaian dan integrasi kebijakan antar
lintas sektor,

Berdasarkan hasil wawancara dalam focus
group  discussion  diketahui bahwa pemerintah

p-ISSN: 2089-6980
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daerah, pemerintah provinsi, LSM, akademisi
dan masyarakat lokal termasuk tokoh adat, tokoh
agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan bekerja
sama dan sepakat untuk menetapkan Kabupaten
Raja Ampat sebagai kawasan konservasi. Lokakarya
tersebut dikenal sebagai Deklarasi Tomolol yang
dilaksanakan pada tahun 2003. Setelah penyusunan
pengembangan strategi konservasi, ditahun 2006
diadakan kembali deklarasi untuk menentukan
wilayah konservasi (dikenal sebagai Deklarasi
Waiwo). Penetapan wilayah konservasi melalui
Deklarasi Waiwo tersebut meliputi wilayah laut
Sayang-Wayag, Telut Mayalibit, Ayau- Asia, Kofiau-
Boo, Misol Timur Selatan, dan Selat Dampier.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah
satu Informan menyatakan bahwa:

“Penetapan ~KKLD  Raja  Ampat
diawali dengan deklarasi penyeraban kawasan
perairan diatas wilayah hbukum adat oleb
Dewan Adat Suku Maya kepada pemerintah,
sebagai komitmen masyarakat adat sepakat
memberikan kewenenangan kepada pemerintah
untuk  turut andil mengelola  wilayah
laut  mereka  sebagai wilayab  konservasi.
Masyarakat telab sadar upaya konservasi

bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya
laut mereka” (Wawan Mangile, TNC).

Tabel 2. Kebijakan Pihak Berwenang dalam Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUTIONAL
Pihak berwenang dalam penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi

Kebijakan Lintas

Sektoral Isi Aturan

Sumber Aturan

Dilakukan

Pemerintah Pusat

masyarakat

oleh  pemerintah  provinsi  dan
pemerintah  kabupaten/kota dengan melibatkan

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah dan masyarakat

Permen KP No 31 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Dilakukan  dengan  melibatkan

diinetgrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah
provinsi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

masyarakat,

UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi UU
Pemerintah Dilakukan  dengan  melibatkan  masyarakat, Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor
Provinsi pemerintah  kabupaten dan ditetapkan oleh 523/124/7/2019  Tentang  Rencana
Pemerintah Provinsi Pengelolaan  dan  Zonasi  Kawasan
Konservasi Perairan Kepulauan Raja
Ampat
Pemerintah Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Raja Perda No. 27 Tahun 2008 tentang
Kabupaten Ampat dengan melibatkan pertimbangan ilmiah Penetapan KKLD Kabupaten Raja Ampat

dan persetujuan masyarakat, kemudian ditetapkan
melalui Perbup

Dilakukan oleh DKP melibatkan masyarakat dan
para pihak terkait yang secara teknis dilaksanakan
oleh unit pengelola KKLD

Perbup No 5 Tahun 2009 Tentang KKLD
Kabupaten Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/.
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Hasil wawancara dan FGD menunjukkan
bahwa adanya penyusunan zonasi kawasan konservasi
perairan Raja  Ampat melibatkan pemerintah,
masyarakat dan LSM. Meskipun pemerintah
memiliki otoritas formal, masyarakat tetap berperan
penting karena hak kelola mereka diakui dalam
UU Otonomi Khusus Daerah Papua. Masyarakat
sebagai pengguna langsung sumber daya alam yang
diharapkan bisa memanfaatkan sumber daya alam
secara berkelanjutan. LSM berkontribusi sebagai
pendamping yang memiliki basis ilmu pengetahuan.

2. Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan

Konservasi
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah, kewenangan

pengelolaan laut hingga 12 mil dialihkan dari
kabupaten ke provinsi. Kabupaten hanya berhak atas
hasil laut dalam radius 4 mil. Aturan ini diperkuat
oleh Permen KP No 31 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menetapkan
bahwa pengelolaan kawasan konservasi nasional
menjadi kewenangan menteri, sementara konservasi
daerah berada di bawah gubernur. Keputusan
Gubernur Papua Barat No 523/124/7 Tahun 2019

tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKL.D
Raja Ampat Tahun 2019 — 2038, menegaskan bahwa

kewenangan pengelolaan kawasan konservasi di
Raja Ampat kini dipegang gubernur Akan tetapi
aturan peralihan kewenangan pengelolaan kelautan
tersebut belum diperbarui di tingkat kebijakan
pemerintah kabupaten.

Penjelasan mengenai pihak yang berwenang
dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja
Ampat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten dirangkum dalam Tabel 3.

Berdasarkan  hasil  wawancara, aturan
perluasan  kewenangan provinsi menyebabkan
kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh dalam
pengaturan dan pengawasan laut di wilayahnya.
Dinas perikanan dan kelautan kabupaten dialihkan
menjadi dinas perikanan Provinsi Papua Barat
dan Unit Pelaksana Terpadu Badan Layanan
Umum Daerah (UPT BLUD) Raja Ampat yang
dibentuk oleh Bupati Raja Ampat kini berada
dibawah wewenang provinsi. Peralihan kewenangan
pengelolaan kawasan konservasi ke pemerintah
provinsi dinilai menimbulkan kekhawatiran seperti
yang disampaikan berikut:

“ada beberapa pibak yang kbawatir
akibat adanya aturan peralihan pengelolaan
konservasi  dari  wewenang  kabupaten
ke  provinsi. Mereka  kbawatir  adanya
ketidaksesuaian aturan pengelolaan dengan
kondisi lokal, karena yang paling tabu kondisi
lokal adalab orang yang tinggal disekitar
kawasan dalam hal ini ranab kabupaten.
Maka dari itu, orang kabupaten dan
masyarakat sekitar harus tetap dilibatkan”.

(Bapak Safri, Kepala UPT BLUD)

Berdasarkan hasil analisis konten peraturan
mengenai adanya peralihan dan pembagian
kewenangan antara kabupaten dan provinsi dalam
pengelolaan  kelautan, menyebabkan kabupaten

Tabel 3 Kebijakan Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUTIONAL
Pihak Berwenang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kebijakan Lintas
Sektoral

Isi Aturan

Sumber Aturan

Pemerintah Pusat

Provinsi.

Kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12
mil dari garis pantai berada pada Pemerintah

UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Menteri berwenang melakukan pengelolaan
Kawasan Konservasi nasional dan Gubernur

Permen KP No 31 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

berwenang melakukan pengelolaan Kawasan

Konservasi daerah

Pemerintah Gubernur berwenang melakukan pengelolaan Keputusan Gubernur Papua Barat No

Provinsi Kawasan Konservasi daerah 523/124/7/2019 Tentang  Rencana
Pengelolaan dan Zonasi KKI.D Raja
Ampat Tahun 2019 — 2038

Pemerintah Bupati berwenang melakukan pengelolaan Perda No. 27 Tahun 2008 tentang

Kabupaten KKLD Kabupaten Raja Ampat. Pengelolaan Penetapan KKLD Kabupaten Raja Ampat

KKLD dikonsultasikan dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/.
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tidak memiliki kontrol penuh atas pengelolaan
laut diwilayahnya yang bisa mengurangi efektivitas
pengelolaan sumber daya laut lokal. Hal tersebut
bisa terjadi dikarenakan penjabat kabupaten dan
masyarakat setempat yang lebih memahami kondisi
lokal. Agar ketidakefektivan pengelolaan dapat
dihindari, Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam
penetapan kebijakan pengelolaan harus memiliki
pemahaman mendalam tentang kondisi lokal,
kebutuhan, karakteristik pengelolaan spesifik di
kawasan konservasi serta melibatkan masyarakat
lokal dalam pengambilan keputusan.

3. Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan
Konservasi

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua, masyarakat adat Papua
diberi kewenangan luas dalam pemerintahan dan
pengelolaan sumber daya alam. UU No. 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, menetapkan bahwa pengelolaan ruang
dan sumber daya di wilayah hukum adat menjadi

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

kewenangan masyarakat hukum adat. UU Nomor 6
Tahun 2023 juga menegaskan hak masyarakat untuk
mengusulkan wilayah kelola, mengelola berdasarkan
hukum adat, memperoleh manfaat dan informasi
dan melapor.

Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam Masyarakat Hukum Adat Papua mengatur
hak masyarakat adat dalam mengelola Sumber
Daya Alam (SDA), memperoleh informasi dan
pendampingan serta terlibat dalam perencanaan dan
pengawasan. Kebijakan ini diperjelas lagi pada Perda
No. 27 Tahun 2008 yang memberikan masyarakat
hak untuk: (1) memperoleh informasi zonasi
KKLD; (2) menetapkan wilayah adat dalam zonasi
KKLD; dan (3) dilibatkan dalam pengelolaan dan
pengawasan KKLD.

Penjelasan mengenai kewenangan masyarakat
adat pada kawasan konservasi perairan Raja Ampat
berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi

dan kabupaten dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kebijakan Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL KONSTITUTIONAL
Kewenangan Masyarakat Adat pada Kawasan Konservasi

Kebijakan Lintas Isi Aturan

Sektoral

Sumber Aturan

Memberikan peran yang memadai
asli Papua melalui para wakil adat,

Pemerintah Pusat

bagi orang-orang UU No 21 Tahun 2001
agama, dan kaum

tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

perempuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
mengatur pemanfaatan kekayaan alam

Pemanfaatan ruang dan sumber daya pada wilayah
Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Adat

UU No. 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan
Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan wilayah
kelola, melakukan kegiatan pengelolaan berdasarkan
hukum adat yang berlaku selagi tidak bertentangan dengan
UU, memperoleh manfaat dan informasi, melakukan
pengawasan dan pelaporan.

UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah ~ Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

Pemerintah Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan SDA Peraturan Daerah Khusus Provinsi
Provinsi di wilayah hukum adatnya, memperoleh informasi dan Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
pendampingan, memperoleh kesempatan terlibat dalam Perlindungan ~ Dan  Pengelolaan
perencanaan, mengawasi kegiatan pihak lain, memperoleh Sumber Daya Alam  Masyarakat
kompensasi atas pengalihan hak milik dan memperoleh Hukum Adat Papua
pengakuan hukum.
Pemerintah Masyarakat berhak memperoleh informasi rencana Perda No. 27 Tahun 2008 tentang
Kabupaten kegiatan dalam zonasi KKLD, menetapkan wilayah adat Penetapan KKLD Kabupaten Raja

lautnya dilibatkan dalam pengelolaan

Ampat

Ikan dan hasillaut lainnya di Wilayah Petuanan Adat Suku
Maya Raja Am pat adalah milik Masyarakat Adat Suku
Maya. Penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut harus
melalui persetujuan Dewan Adat Suku Maya. Dewan Adat
Suku Maya berwenang memberikan sanksi

Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang
perlindungan ikan dan biota laut dan
potensi SDA lainnya di wilayah pesisir
laut dalam pertuanan Adat Suku Maya
Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/
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Masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat
membentuk lembaga adat bernama Dewan Adat
Suku Maya. Lembaga ini dibawah naungan
Dewan Adat Papua yang dibentuk dalam Konggres
Papua II dan Musyawarah Besar Masyarakat Adat
tahun 2000, dimana termasuk didalamnya semua
perwakilan suku-suku lainnya yang mendiami
wilayah adat Suku Maya Raja Ampat. Dewan Adat
Suku Maya memiliki kewenangan legal dalam
mengatur kawasannya selagi tidak bertentangan
dengan  payung hukum. Peraturan Bupati
(Perbup) No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan
ikan dan biota laut dan potensi SDA lainnya di
wilayah pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku
Maya Raja Ampat, memperkuat hak adat dengan
menetapkan bahwa ikan dan hasil laut lainnya di
Wilayah Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat
adalah milik Masyarakat Adat Suku Maya. Dewan
Adat Suku Maya berwenang memberikan sanksi
berupa denda, penyitaan, dan sanksi sosial. Seperti
yang disampaikan oleh ketua Dewan Adat Suku
Maya bahwa:

“saat ada kejadian kapal besar tabrak
karang di wilayab selat dampier, masyarakat
cepat melapor pakai HP ke UPT BLUD.
Kemudian digelar sidang Dewan Adat Suku
Maya untuk menuntut kerugian yang diterima
masyarakat”. (Kris Tebu, Ketua Dewan Adat
Suku Maya).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan
hukum terhadap hak adat memperkuat peran
masyarakat adat dalam mengelola sumber daya
secara berkelanjutan. Dewan Adat Suku Maya dan
masyarakat adat sudah memiliki kewenangan dalam
menjaga keberlanjutan sumber daya alam mereka.
Akan tetapi Dewan Adat Suku Maya dan masyarakat
adat masih terbatas memliki pengetahuan teknis
seperti  teknik  pemantauan ekosistem laut,
penggunaan alat bantu konservasi berbasis teknologi
serta penyusunan dokumen penyusunan maupun
pelaporan kegiatan konservasi. Selain itu masih
minimnya akses informasi masyarakat adat terkait
regulasi yang berlaku dan bagaimana menerjemahkan
kewenangan adat ke dalam implementasi kebijakan
publik. Dengan demikian, perlu adanya penguatan
dukungan dari pemerintah dalam hal pendampingan,
pelatihan serta akses informasi agar masyarakat adat
lebih maksimal dalam menjalankan peran mereka
dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan
konservasi perarian daerah Raja Ampat.

Level Kolektif

Pada level kolektif, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, Conservation International (CI),
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The Nature Conservancy (TNC), akademisi, Dewan
Adat Suku Maya, tokoh masyarakat, masyarakat
setempat, pengurus asosiasi dan pihak terkait
lainnya saling berinteraksi dalam menentukan aturan
main pengelolaan kawasan konservasi. Interaksi
ini telah diatur dalam kebijakan pusat, provinsi
dan kabupaten. Level kolektif dalam pengelolaan
kawasan konservasi di Raja Ampat meliputi:

1. Kesesuaian Tujuan Lintas Sektor

Kesesuaian tujuan antar sektor

untuk integrasi kelembagaan agar kebijakan
dapat berjalan efektif (Candel & Biesbroek,
2016; Wu et al., 2015; Rayner & Howlett,
2009). UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
menetapkan tujuan konservasi untuk pelestarian
sumber daya alam hayati dan ekosistem demi
kesejahteraan ~ masyarakat, tujuan  konservasi
tersebut sejalan dengan UU No 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 sumber
daya pesisir dan pulau-pulau kecil harus mempunyai
fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pada
peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sumber Daya
Ikan Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua
Barat, menekankan pengelolaan SDA yang adil,
berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Selaras
dengan Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut
Daerah, Kabupaten Raja Ampat yang menetapkan
tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota
lainnya sebagai salah satu sumber perekonomian
masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat
dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan demi
generasi mendatang.

penting

Penjelasan mengenai kebijakan
kesesuaian tujuan pengelolaan kawasan konservasi
perairan Kabupaten Raja Ampat dirangkum dalam
Tabel 5.

Kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten
mengintegrasikan empat tujuan dalam pengelolaan
kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Pertama,
tujuan ekonomi berupa peningkatan pendapatan
melalui sektor perikanan dan pariwisata. Kedua,
tujuan sosial yaitu peningkatan kesejahteraan melalui
pengelolaan berkelanjutan. Ketiga, tujuan politik
berupa perencanaan pembangunan daerah. yang
adil (visi 2011-2030). Keempat, tujuan lingkungan
yaitu pelestarian lingkungan melalui komitmen
pelaksanaan konservasi di wilayah perairan Raja
Ampat. Analisis menunjukkan bahwa integrasi
kelembagaan memastikan kelarasan tujuan antar



Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

http://ejournal-balitbang. kkp.go.id/index. php/jkse

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Tabel 5. Kebijakan Kesesuaian Tujuan Pengelolaan Kawasan Konservasi Raja Ampat.

LEVEL KOLEKTIF
Kesesuaian Tujuan Lintas Sektor
Kebijakan Lintas Isi Aturan
Sektoral

Sumber Aturan

Pemerintah Pusat

Mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati,
keseimbangan ekosistemnya, kesejahteraan masyarakat
dan mutu kehidupan manusia.

UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Melindungi sumber daya alam, ekosistem, cagar budaya,
dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak
masyarakat adat

UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua

Mengalokasikan ruang dan akses serta pemanfaatan
ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi
bagi masyarakat

UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi UU

Pemerintah
Provinsi

Mewujudkan  pengelolaan ~ sumber daya  yang
berkelanjutan dan berkeadilan bagi kesejahteraan
masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan wilayah
pesisir dan laut dan melibatkan masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat
No 10 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Ikan Terbang di Wilayah

Perairan Provinsi Papua Barat

Pemerintah
Kabupaten

Tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota
lainnya sebagai salah satu sumber perekonomian
masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 Tentang

Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja

—Kawasan

masyar akat tentang

pengelolaan  KKLD,

dan Ampat

pemanfaatan secara terkendali dan berkelanjutan.

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/

level pemerintahan. Mayoritas informan sepakat
bahwa konservasi bertujuan untuk menjaga
kelestarian alam demi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah,  masyarakat dan LSM  telah
berkolaborasi dalam pembentukan tim patroli,
pembentukan aturan perikanan dan pariwisata,
pembentukan kelompok kerja pos Manta, sosialisasi
konservasi, rehabilitasi karang dan pengembangan
ckowisata

Dalam mencapai kesesuaian tujuan lintas
sektor yang lebih efektif, kebijakan yang disusun di
tingkat pusat dan provinsi harus mengakomodasi
hak-hak masyrakat adat dan nilai budaya mereka.
Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan memungkinkan tercapainya
tujuan bersama yang melibatkan perlindungan
ckosistem, pemberdayaan ekonomi lokal dan
pelestarian budaya.

2. Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Pendekatan zop down dinilai kurang
efektif ~ dalam  mewujudkan  kesejahteraan,
sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan
menjadi penting (Govan ez al., 2006; Rahmafitria
& Purboyo, 2021). Kerjasama ini diatur dalam
kebijakan  pusat, provinsi dan  kabupaten.
UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Papua mewajibkan pelibatan orang asli Papua melalui
wakil adat, agama, kaum perempuan dan LSM.
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat No 10
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Terbang di Wilayah Perairan Provinsi Papua Barat,
menetapkan  pelibatan nelayan dan masyarakat
dalam pengolahan SDA. Di tingkat kabupaten,
Perda No 27 tahun 2008 tentang KKLD Raja
Ampat dan Peraturan Bupati Raja Ampat,
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang - Kawasan
Konservasi Laut Daerah, Kabupaten Raja Ampat,
pengelolaan ~ KKLD  wajib  dikonsultasikan
dengan pemerintah provinsi dan pusat. Dewan
Adat Suku (DAS) Maya bekerjasama dengan
pihak-pihak  lain  bertanggungjawab  untuk
memenuhi kebutuhan Perwakilan DAS Maya
dimasing-masing wilayah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Perbup
No. 8 Tahun 2017.

Penjelasan mengenai kebijakan kerjasama
antar pemangku kepentingan dalam kebijakan lintas
sektor dirangkum dalam Tabel 6.

Berdasarkan ~ wawancara  dan  analisis,
kerjasama dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasan. UPT BLUD,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, CI, TNC, kepala
kampung, perwakilan dewan adat, dan beberapa
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Tabel 6. Kebijakan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Raja Ampat.
LEVEL KOLEKTIF
Kerjasama antar Pemangku Kepentingan
Kebijakan Lintas Isi Aturan Sumber Aturan
Sektoral

Pemerintah Pusat

Provinsi wajib memberikan peran bagi orang-orang asli
Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan
dan mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat.

UU No 21 Tahun2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua

Pemerintah Peningkatan keterlibatan nelayan dan masyarakat lokal dalam Peraturan ~ Gubernur  Provinsi
Provinsi kegiatan penangkapan dan pengolahan sumber daya Papua Barat No 10 Tahun 2021
Tentang  Pengelolaan ~ Sumber
Daya Ikan Terbang di Wilayah
Perairan Provinsi Papua Barat
Pemerintah Pengelolaan KKLD wajib dikonsultasikan dengan pemerintah Perda No 27 tahun 2008 tentang
Kabupaten provinsi dan pemerintah pusat KKLD Raja Ampat

Kawasan konservasi laut yang dikelola secara bersama oleh
pemerintah, masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan
lainnya. Pengelolaan KKLD wajib dikonsultasikan dengan
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Peraturan Bupati Raja Ampat,
Nomor 5 Tahun 2009 tentang
— Kawasan Konservasi Laut

Daerah, Kabupaten Raja Ampat

Dewan Adat Suku Maya bekerjasama dengan pihak-pihak lain
bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan
DAS Maya dimasing-masing wilayah dalam menjalankan tugas

Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang
perlindungan ikan dan biota
laut dan potensi SDA di wilayah

dan fungsinya;

pesisir laut dalam pertuanan Adat
Suku Maya Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/

perwakilan masyarakat membentuk group whatsapp
sebagai wadah kerjasama untuk mempermudah
dalam bertukar informasi dan berkoordinasi. Pada
tanggal 11-13 Desember 2003, pemerintah daerah,
CI, TNC, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh
pemuda dan tokoh perempuan sebagai perwakilan
masyarakat mengadakan lokakarya pengembangan
strategi konservasi Raja Ampat di Kampung
Tomolol. Ditahun 2006 diadakan Deklarasi Waiwo
untuk menentukan wilayah konservasi, sebagai
awal pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Raja AmpatNomor 27 Tahun 2008. Berdasarkan
hasil penelitian Nuraini ez al. (2024), mekanisme
pengelolan kolaborasi di kawasan konservasi Raja
Ampat dilakukan melalui sinergi peran antara
pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi dan swasta.

Innes dan Booher (2004) menunjukkan
bahwa keterlibatan masyarakat setempat mampu
mendukung  partisipasi  dalam  implementasi
kebijakan konservasi. Keterlibatan Masyarakat Adat
telah diatur dalam kebijakan lintas sektoral, baik
dalam kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten.
UU No. 1 Tahun 2014 pasal 21 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan
bahwa pengelolaan ruang dan sumber daya di
wilayah masyarakat adat menjadi kewenangan
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masyarakat adat. Sesuai UU tersebut, pemerintah
provinsi menetapkan Peraturan Daerah Khusus
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan,
Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
yang menegaskan bahwa Masyarakat Adat dilibatkan
dalam  pengambilan  keputusan  pemanfaatan
sumber daya alam dan pengawasan. Selanjutnya
telah diatur dalam Perda No. 27 Tahun 2008 yang
menetapkan pengelolaan wilayah laut sebagai bagian
dari kepemilikan hak ulayat adat masyarakat, perlu
memperhatikan kearifan budaya yang secara turun
menurun masih berlaku dan tidak merugikan
kepentingan umum.

Masyarakat adat terlibat dalam pengelolaan
kawasan konservasi, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasan. Mereka memiliki
hak adat yang diakui, termasuk menetapkan zona
larangan dengan simbol-simbol tradisional seperti
daun kelapa muda, kain merah atau papan untuk
memberikan sinyal bahwa daerah tertentu tersebut
adalah dilarang bagi siapapun yang melintas,
melanggar, menangkap, atau mengambil sesuatu di
daerah larangan tersebut. Masyarakat adat memiliki
pengetahuan ekologi tradisional yang telah lama
secara turun menurun. Pengetahuan ini berguna
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dalam  merancang dan mengimplementasikan
strategi konservasi yang sesuai dengan kondisi lokal
(Berkes, 1999). Dewan Adat Suku Maya bersama
pemerintah daerah dan Conservation International
Indonesia berada pada posisi key player yang
memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi dalam
pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat
(Nuraini ez al., 2021). Hadirnya dewan adat untuk
memperkuat upaya konservasi, dimana dewan adat
mengadakan pertemuan-pertemuan dan penyadaran
untuk harus menjaga sumber daya alam. Seperti
yang dikemukakan oleh Ketua Adat Suku Maya
mengatakan bahwa:

“Tika pemerintab tidak melibatkan dewan
adat untuk  pelaksanaan  konservasi, maka
aturan konservasi hanya sebatas di atas kertas.
Karena perkataan dewan adat ini di dengar oleb
masyarakat adat. Masyarakat pun lambat laun
merasakan manfaat konservasi, walaupun diawal
ada yang menolak. Masyarakat harus patub
dengan bukum adat kalau tidak akan dikucilkan,
dikeluarkan, atau mendapatkan sakit” (Ketua
Dewan Adat Suku Maya)

Dalam pengawasan UPT BLUD bersama
masyarakat membentuk tim patroli untuk melakukan
pengawasan. Seperti yang diinformasikan oleh salah
satu informan yang mengatakan:

“Masyarakat kerja sama sama dengan
pemerintab seperti masyarakat akan pantau
dan beri teguran kepada pelanggar, minsal ada
wisatawan yang tidak jaga lingkungan atau
masyarakat luar pulau yang pasang bagan besar
atau tangkap liar. Setelab itu, masyarakat lapor
ke kepala kampung, perwalian dewan adat
kampung dan UPT BLUD” (Bapak Esron,
Warga Kampung Arborek Raja Ampat)

Pemangku kepentingan yang terlibat
termasuk pemerintah, LSM, masyarakat adat
dan sektor swasta harus bekerja sama untuk
mewujudkan tujuan konservasi yang berkelanjutan,
Masyarakat adat memainkan peran kunci dalam
pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Hasil
analisis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap
hak dan peran masyarakat adat dapat memperkuat
efektivitas pengelolaan konservasi. Keterlibatan
Dewan Adat Suku Maya menjadi sangat penting
dalam memastikan keberhasilan implementasi
kebijakan di tingkat masyarakat. Masyarakat
lebih cenderung mematuhi aturan konservasi jika
mereka mendengar langsung dari pemimpin adat
mereka. Secara rata-rata tingkat kepatuhan
masyarakat  di  Selat Dampier Raja Ampar
terhadap aturan konservasi cukup tinggi yakni
94 % (Hukom ef al., 2019).

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Level Operasional

Level operasional mengatur  interaksi
masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan
sumber daya, termasuk aturan mengenai apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan (Ostrom, 1990).
Aturan ini ditetapkan melalui kebijakan pusat,
provinsi dan kabupaten. Level operasional dalam
pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat
meliputi: 1) Penetapan luas konservasi; 2) Kegiatan
konservasi; dan 3) Pemberlakuan sanksi.

1. Penetapan Luas Konservasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan
Kawasan  Konservasi, = menetapkan  Kawasan
Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat
di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan
1.348.459 ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan
meliputi Ayau-Asia, Teluk Mayalibit, Selat Dampier,
Misool, Kofiau-Boo dan Fam. Namun berbeda
dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor
523/124/7 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan
dan Zonasi KKLD Raja Ampat di Provinsi
Papua Barat Tahun 2019 — 2038 yang menetapkan
kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat
di Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan
1.343.943 hektar. Terdapat selisih perbedaan 4.516
ha berdasarkan penetapan dari Permen KP tahun
2020 dengan Keputusan Gubernur Papua Barat
tahun 2019. Terdapat perbedaan juga dengan
Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor 5 Tahun
2009 yang menetapkan Kawasan Konservasi
Perairan Kepulauan Raja Ampat seluas kurang
lebih 1.125.940 ha yang terdiri dari 6 area yang
sama. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya
penyesuaian kebijakan kabupaten terhadap kebijakan
pusat dan provinsi. Ketidakjelasan batas wilayah
ini dapat memicu kebingungan terkait aturan
pemanfaatan di tiap zonasi.

Penjelasan mengenai kebijakan penetapan
luas kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat
dirangkum dalam Tabel 7.

Pengetahuan masyarakat mengenai batas
wilayah konservasi dan fungsi zona sangat penting
dalam  mendukung  keberhasilan  pengelolaan
kawasan konservasi. Berdasarkan hasil wawancara,
pengetahuan masyarakat mengenai batas wilayah
konservasi beserta peruntukan tiap zona diketahui
dari sosialisasi Balai ~ Konservasi Raja Ampat,
TNC, CI dan informasi dari sesama masyarakat
setempat.  Selain itu dibeberapa titik zona inti
konservasi dipasangkan pelampung sebagai tanda
batas zona inti dimana tidak diperbolehkan
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Tabel 7. Kebijakan Penetapan Luas Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL

Aturan Penepatan Luas Konservasi

Kebijakan Lintas
Sektoral

Isi Aturan

Sumber Aturan

Pemerintah Pusat

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di
Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.348.459
ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan.

Permen KP Nomor 31
Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pemerintah
Provinsi

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di
Provinsi Papua Barat, memiliki luas keseluruhan 1.343.943
ha yang terdiri dari 6 area pengelolaan.

Keputusan Gubernur Papua

Barat Nomor 523/124/7/2019
Tentang Rencana Pengelolaan dan

Zonasi KKL.D Raja Ampat di Provinsi
Papua Barat Tahun 2019 — 2038

Pemerintah
Kabupaten

Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat
mencakup wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang
terdapat didalamnya seluas kurang lebih 1.125.940 ha yang

Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah, Kabupaten

terdiri dari 6 area pengelolaan.

Raja Ampat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/

menangkap ikan diwilayah tersebut. Secara sistem
zonasi, batas wilayah telah ditentukan secara jelas
dan digambarkan melalui peta, namun perlu
disesuaikan dengan kebijakan penetapan lintas
sektoral agar tidak terjadi perbedaan luas
kawasan konservasi perairan daerah. Berdasarkan

penelitian  Nuraini ez al. (2021), kejelasan
batas wilayah menjadi faktor yang memperkuat
kinerja  kelembagaan  pengelolaan  kawasan
konservasi._

2. Kegiatan Konservasi

Aturan kegiatan di kawasan konservasi
perairan daerah Kabupaten Raja Ampat ditetapkan
melalui kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten
berdasarkan ~ zonasi  kawasan.  Berdasarkan
Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Kawasan Konservasi, menyatakan
kegiatan yang hanya boleh dilakukan di zona inti
adalah kegiatan konservasi, di zona pemanfaatan
terbatas adalah kegiatan perikanan dan pariwisata
berkelanjutan dan zona lain merupakan zona di
luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah
Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di
Provinsi Papua Barat yang menekankan pentingnya
pelestarian Wilayah Adat, distribusi hasil sumber
daya alam secara adil dan melakukan penataan batas
wilayah adat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Raja Ampat,
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kawasan Konservasi
Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat mengatur
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bahwa kegiatan yang boleh dilakukan di zona inti dan
pemanfaatan terbatas adalah kegiatan konservasi,
penelitian dan pendidikan serta zona pemanfaatan
lainnya berupa kegiatan untuk rehabilitasi.
Dilarang  melakukan  kegiatan yang  dapat
mengurangi atau merusak ekosistem. Perda
No. 27 Tahun 2008 tentang Penetapan
KKLD Kabupaten Raja Ampat juga mempertegas
kegiatan  penangkapan dan  budidaya ikan
maupun kegiatan ~ jasa  lainnya  tidak
diperbolehkan di zona inti. Kegiatan perikanan
yang merusak tidak diperbolehkan di zona
perikanan berkelanjutan. Pariwisata alam dan
penelitian diperbolehkan di zona pemanfaatan.
Kegiatan yang berkaitan  pengelolaan  dan
pelestarian sumber daya kelautan diperbolehkan
di zona lainnya. Pada kegiatan Penangkapan ikan
di dalam Wilayah Adat Suku Maya hanya boleh
dilakukan oleh para Nelayan tradisional dan
menggunakan alat penangkap ikan yang tidak
merusak dan tidak mengambil dalam skala besar.
Penangkapan ikan oleh Nelayan profesional dapat
dilakukan  berdasarkan = Peraturan = Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat dengan memperhatikan
Peraturan Kawasan Konservasi dan tidak menangkap
di  Wilayah penangkapan ikan tradisional.
Aturan  kegiatan yang diperbolehkan sesuai
peruntukan zonasi kawasan konservasi
perairan daerah Raja Ampat sudah sesuai antara
kebijakan di tingkat pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten.

Penjelasan mengenai kebijakan penetapan
aturan  kegiatan  konservasi perairan  daerah
Raja Ampat dalam kebijakan lintas sektor
dirangkum dalam Tabel 8.
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Tabel 8. Kebijakan Penetapan Aturan Kegiatan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL

Aturan Kegiatan Konservasi

Kebijakan Lintas
Sektoral

Isi Aturan

Sumber Aturan

Pemerintah Pusat

Kegiatan yang hanya boleh dilakukan di zona inti adalah
kegiatan konservasi, di zona pemanfaatan terbatas adalah
kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan

Permen KP
Tahun 2020
Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nomor 31
Tentang

Peraturan Daerah Khusus Nomor
9 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengakuan, Pelindungan,
Pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi
Papua Barat

Pemerintah Kegiatan yang diperbolehkan yaitu menjaga kelestarian

Provinsi Wilayah Adat, mendistribuskan hasil pemanfaatan sumber
daya alam yang dilakukan secara mandiri atau kerjasama
secara adil dan melakukan penataan dan penentuan batas
wilayah adat

Pemerintah Kegiatan yang boleh dilakukan di zona inti dan pemanfaatan

Kabupaten terbatas adalah kegiatan konservasi, penelitian dan

pendidikan serta zona pemanfaatan lainnya berupa kegiatan
untuk rehabilitasi. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat
merusak ekosistem.

Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah, Kabupaten
Raja Ampat

Kegiatan penangkapan dan budi daya ikan maupun kegiatan
jasa lainnya tidak diperbolehkan di zona inti. Kegiatan
perikanan yang merusak tidak diperbolehkan di zona
perikanan berkelanjutan. Pariwisata alam dan penelitian
diperbolehkan di zona pemanfaatan.

Perda No. 27 Tahun 2008 tentang
Penetapan KKLD Kabupaten Raja
Ampat

Penangkapan ikan di dalam Wilayah Adat Suku Maya
hanya boleh dilakukan oleh para Nelayan tradisional dan
menggunakan alat penangkap ikan yang tidak merusak dan

Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang
perlindungan ikan dan biota laut dan
potensi SDA di wilayah pesisir laut

tidak mengambil dalam skala besar.

dalam pertuanan Adat Suku Maya
RajaAmpat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat
telah melaksanakan aturan konservasi yang telah
ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat
menyakini bahwa sumber daya alam yang lestari
sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan
wisatawan, sehingga hal tersebut perlu dijaga karena
berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga bergantung terhadap
ketersediaan sumber daya alam, schingga upaya
konservasi dilakukan masyarakat untuk menjamin
keberlanjutan sumber daya alam.

Institusi pengawasan seperti tim patroli dari
UPT BLUD turut berperan dalam memastikan
bahwa aturan yang telah ditetapkan ditegakkan di
lapangan. Penegakan hukum, termasuk adanya
pemberlakuan sanksi menjadi salah satu faktor
yang mendorong masyarakat untuk mematuhi
aturan yang berlaku. Dengan demikian kesadaran
dan kepatuhan masyarakat diinisiasi melalui adanya
institusi yang dibangun. Seperti yang disampaikan
oleh salah satu informan:

“dulu dari tabun 1990an disini banyak
yang ikut tangkap biu, penyu, dan banyak juga

nelayan luar yang tangkap ikan pakai bom.
Tapi semenjak ada aturan dan ada tim patroli
dari dinas (UPT BLUD) sudah hampir tidak
ada yang berani melanggar. Jika masih ada
yang berani melanggar akan kena tangkap dan
denda” (Bapak Paulus Sauyai, Kepala Kampung
Sawinggrai)

3. Pemberlakuan Sanksi

Penegakan hukum yang tidak efektif kerap
menjadi kendala dalam mencapai tujuan konservasi
(Mascia & Pailler, 2011; Cinner et al., 2016).
Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan
dan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar
aturan konservasi. Pemberlakuan sanksi di kawasan
konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat
mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2023 yang
menetapkan setiap orang yang memanfaatkan
perairan pesisir yang tidak memiliki kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang laut akan dikenai
sanksi administratif. Berdasarkan Peraturan Daerah
Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat Dan Wilayah Adat di Provinsi Papua
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Barat, bagi masyarakat maupun pemimpin adat yang
melanggar ketentuan dikenakan sanksi adat melalui
mekanisme peradilan adat. Apabila badan usaha
yang melanggar maka dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis atau penghentian
sementara kegiatan atau pencabutan izin.

Sesuai Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Kawasan Konservasi Laut
Daerah, Kabupaten Raja Ampat, setiap orang dan/
atau badan hukum yang melakukan tindak pidana,
perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran
administratif berkenaan dengan pengelolaan jejaring
kawasan konservasi laut daerah dikenai sanksi
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Dipertegas kembali dalam Perda No. 27 Tahun 2008
tentang Penetapan KKLD Kabupaten Raja Ampat,
setiap yang melakukan perusakan KKLD dikenakan
pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau
denda paling banyak Rp50.000.000. Sesuai Perbup
No. 8 Tahun 2017 tentang perlindungan ikan dan
biota laut dan potensi SDA lainnya di wilayah
pesisir laut dalam pertuanan Adat Suku Maya Raja
Ampat, pelaksana penegakan peraturan adat ini
wajib melaporkan atau menyerahkan pelanggar

kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih

lanjut melalui hukum Pemerintah setelah sanksi
atas pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi.

Penjelasan mengenai kebijakan pemberlakuan
sanksi di kawasan konservasi perairan daerah Raja
Ampat dalam kebijakan lintas sektor dirangkum
dalam Tabel 9.

Sanksi yang diterapkan di kampung kawasan
konservasi perairan Raja Ampat meliputi sanksi
sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi.
Sanksi ekonomi berupa denda atau penyitaan barang,
sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha
dan sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan
kampung selama satu hari hingga sanksi sosial
yang lebih berat berupa pengusiran. Akan tetapi,
sanksi pengusiran tersebut belum pernah terjadi
di kampung arborek, sawinggrai dan yenbuba. Bagi
masyarakat lokal, jika melakukan pelanggaran satu
kali akan ditegur, pelanggaran kedua akan diminta
untuk kerja bakti satu hari penuh membersihkan
lingkungan, dan pelanggaran ketiga akan dilaporkan
ke pihak berwajib. Seperti yang dikemukan oleh

informan berikut:

“Masyarakat yang menangkap ikan di sini
(Kampung Arborek) akan dikasib tegur sampai

Tabel 9. Kebijakan Pemberlakuan Sanksi di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

LEVEL OPERASIONAL
Pemberlakuan Sanksi
Kebijakan Lintas Isi Aturan Sumber Aturan
Sektoral

Pemerintah Pusat

tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Peraturan

akan dikenai sanksi administratif.

Setiap Orang yang memanfaatkan Perairan Pesisir yang UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan

Pemerintah ~ Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Uu

Pemerintah Bagi masyarakat maupun pemimpin adat yang melanggar Peraturan Daerah Khusus Nomor

Provinsi ketentuan dikenakan sanksi adat melaui mekanisme 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman
peradilan adat. Apabila badan usaha yang melanggar Pengakuan, Pelindungan,
maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum
tertulis/ penghentian sementara kegiatan/ pencabutan izin/ Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi
pembongkaran bangunan. Papua Barat

Pemerintah Setiap yang melakukan perusakan KKLD dikenakan pidana Perda No. 27 Tahun 2008 tentang

Kabupaten kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Penetapan KKLD Kabupaten Raja

Rp50.000.000

Ampat

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan
tindak pidana, perbuatan melawan hukum

dan/atau pelanggaran administratif Kawasan Konservasi
dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku

Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Kawasan
Konservasi Laut Daerah, Kabupaten

Raja Ampat

Pelaksana penegakan Peraturan Adat ini wajib melaporkan
atau menyerahkan

pelanggar kepada pihak yang berwajib untuk diproses
lebih lanjut melalui hukum Pemerintah setelah sanksi atas
pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi.

Perbup No. 8 Tahun 2017 tentang
perlindungan ikan dan biota laut dan
potensi SDA di wilayah pesisir laut
dalam pertuanan Adat Suku Maya
RajaAmpat

Sumber: Intisari dan analisis dari data peraturan https://peraturan.bpk.go.id/
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tiga kali. Lebib dari itu ada sanksi adat atau
bayar denda. Uang denda bisa buat tambaban
keperluan kerja bakti kampung”. (Bapak Naftali
Sio Mambraku, Masyarakat Raja Ampat)

Berdasarkan hasil analisis adanya
pemberlakuan sanksi menunjukkan adanya
upaya dari pemerintah dan  masyarakat
untuk  melindungi  kawasan  konservasi,
namun efektivitas dari penegakan hukum ini
bergantung pada implementasi yang konsisten
dan pengawasan yang ketat. Pada kenyataannya
penegakan hukum kerap menemui kendala
dalam hal sumber daya manusia, anggaran dan
komitmen penegakan proses hukum. Seperti
ada beberapa titik lokasi kawasan konservasi
perairan Raja Ampat yang tidak terawasi
karena tidak ada sumber daya manusia yang
ditugaskan untuk berjaga akibat minimnya
anggaran operasional. Berbeda dengan lokasi
kawasan perairan Raja Ampat yang terjangkau
dari pemukiman masyarakat, jika terjadi
pelanggaran maka masyarakat secara sadar segera
melapor kepada kepala kampung. Kesadaran
masayrakat untuk melaporkan pelanggaran ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum yang
efektif memerlukan dukungan dari seluruh
lapisan masyarakat dan sinergi dengan pihak
yang berwenang._

Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan
kawasan konservasi perairan Raja Ampat telah
terbentuk di tiga level yaitu level konstitutional,
kolektif dan operasional. Pada level konstitusional,
integrasi kelembagaan mencakup kesesuaian aturan
mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan
rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi
serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat
adat terhadap kawasan konservasi perairan daerah
Kabupaten Raja Ampat. Kejelasan mengenai
pihak yang berwenang didasari oleh desentralisasi
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada integrasi di level kolektif terbentuk melalui
adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama
antar pemangku kepentingan. Pada level operasional,
integrasi  kelembagaan  mencakup  kesesuaian
pemahaman mengenai batas wilayah konservasi,
kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan
aturan konservasi serta adanya pemberlakuan sanksi
bagi yang melanggar aturan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun
integrasi kelembagaan telah terbentuk, masih
terdapat tantangan di tiap level aksi kelembagaan.
Pada level konstitusional, peralihan kewenangan
pengelolaan perairan dari kabupaten ke provinsi
menyebabkan pemerintah kabupaten kehilangan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

kontrol penuh atas wilayah perairannya. Di sisi lain,
terdapat peraturan di tingkat kabupaten yang belum
sepenuhnya sesuai dengan peraturan di tingkat
provinsi maupun pusat, seperti perbedaan penetapan
luas kawasan konservasi. Ketidaksesuaian aturan ini
dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan
di tingkat bawah. Kelemahan di level konstitusional
berdampak pada level kolektif, dimana koordinasi
antar pemangku kepentingan menjadi lemah karena
acuan legitimasi aturannya ada yang tidak sesuai.
Konsekuensi dari tantangan pada level konstitusional
dan kolektif ini mempengaruhi efektivitas di level
operasional. Perbedaan penetapan luas kawasan
konservasi tiap zonasi dapat menghambat sosialisasi
zonasi dan memperlemah pengawasan karena
batasan zonasi yang kurang jelas. Ketidaksesuaian
aturan antar tingkat pemerintahan dan distribusi

kewenangan  berimplikasi pada  terhambatnya
implementasi kebijakan konservasi.
Kebijakan yang harus diambil sebagai

payung hukum untuk integrasi kelembagaan dalam
pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat
adalah mencakup penataan ulang kewenangan antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta
pengakuan yang jelas terhadap hak dan kewenangan
masyarakat adat. Kebijakan ini perlu mengatur
tentang penetapan luas kawasan konservasi yang
seragam di semua tingkat pemerintahan, serta
kesepakatan mengenai batas wilayah konservasi yang
konsisten. Pemerintah pusat harus mengeluarkan
regulasi yang mengatur desentralisasi pengelolaan
kawasan konservasi, memastikan bahwa peraturan
di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat sejalan,
serta memperjelas kewenangan masing-masing
pihak dalam pengelolaan perairan dan konservasi.
Di tingkat provinsi dan kabupaten, diperlukan
kebijakan yang mendukung koordinasi antar lembaga
dan memperkuat peran masyarakat adat dalam
pengelolaan dan pemantauan kawasan konservasi.
Selain itu, penting untuk menguatkan kapasitas
pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasan
dan sosialisasi mengenai zonasi kawasan konservasi
yang telah ditetapkan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis integrasi kelembagaan
dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan
daerah Kabupaten Raja Ampat, beberapa implikasi
kebijakan perlu diperhatikan untuk meningkatkan
efektivitas  pengelolaan.  Pertama, pergeseran
kewenangan dari kabupaten ke provinsi perlu
memastikan pengelolaan yang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat lokal seperti
memastikan penetapan zonasi kawasan dan aturan
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konservasi tetap melindungi hak adat minsalnya
pada kawasan perikanan tradisional Sasi yang
sudah ada sejak turun temurun tidak dijadikan
zona inti konservasi yang dapat membatasi akses
masyarakat adat terhadap sumber daya alam mereka.
Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam proses
dialog sebelum penetapan regulasi dan dilibatkan
sebagai petugas patroli kawasan konservasi. Kedua,
perlu peningkatan koordinasi dan penguatan
regulasi yang konsisten antar pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten dan masyarakat. Pemerintah
pusat perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung
desentralisasi pengelolaan, sementara pemerintah
provinsi dan kabupaten perlu menyesuaikan
peraturan daerah agar selaras dengan kebijakan
nasional. Penguatan koordinasi antar tingkat
pemerintah dengan masyarakat perlu diiringi dengan
penguatan  kapasitas  kelembagaan  masyarakat
berupa peningkatan akses informasi yang dimiliki
masyarakat dan posisi tawar masyarakat dalam
pengambilan keputusan. Kelembagaan masyarakat
dalam pengelolaan kawasan konservasi meliputi
kelembagaan Dewan Adat Suku Maya. Penguatan
kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya
dapat dilakukan melalui pemberian dukungan
dana operasional oleh pemerintah  provinsi
maupun kabupaten, penguatan keterampilan atau
keahlian oleh dinas perikanan dan kelautan, balai
konservasi sumber daya alam Provinsi Papua Barat
dan LSM untuk menjalankan program-program
konservasi. Ketiga, pada level operasional perlunya
penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat, Provinsi Papua Barat dan
Kabupaten Raja Ampat, karena hingga saat ini
masih ada perbedaan penetapan luas konservasi pada
aturan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.
Selain itu kejelasan batas wilayah perlu dilakukan
dengan memberi papan pemberitahuan atau tanda
pelampung di seluruh titik kawasan konservasi
sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Rekomendasi  kebijakan ~ meliputi: 1)
mengadakan pertemuan bersama antar tingkat
pemerintahan yaitu pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten dengan masyarakat, pihak swasta dan
LSM untuk menyesuaikan tujuan dan kepentingan
bersama mengenai visi misi pengelolaan kawasan
konservasi Raja Ampat yang berkelanjutan bagi
kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat; 2)
menyamakan persepsi tentang kebijakan konservasi
yang berlaku; 3) penyesuaian aturan yang tumpang
tindih seperti aturan luas kawasan konservasi
perairan daerah Raja Ampat yang berbeda antar
peraturan pemerintah; 4) memperjelas kewenangan
antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; 5) menentukan

54

penanggung jawab pengelolaan tiap program kerja
konservasi; 6) melibatkan Pemerintah Kabupaten
Raja Ampat dan masyarakat Raja Ampat dalam
kebijakan pengelolaan kawasan konservasi; 7)
memberi dukungan perlindungan hukum, dana dan
pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam
melaksanakan konservasi di Raja Ampat; 8) menjalin
kerja sama dengan LSM yang ada di Raja Ampat
seperti TNC dan CI Indonesia untuk penyusunan
kebijakan konservasi dan sebagai perpanjangan
tangan untuk mendampingi masyarakat; 9) kerja
sama dengan pihak swasta untuk terlibat dalam
pelaksanaan konservasi, penyerapan tenaga kerja
masyarakat lokal dan dukungan finansial untuk
kegiatan operasional konservasi.
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